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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

s X

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

bahwa untuk mewujudkan Aparatur Slpﬂ Negnra

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ApamturBlpslNegarapeﬂummenetaphnKodeeﬁk
dan kode perilaku Apearatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5679);

Tingkat 1I Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2?11 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN

KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- e

o

Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
Instansi adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Nilai Dasar adalah kondisi ideal atau kewajiban
moral tertentu yang diharapkan dari Aparatur Sipil
Negara untuk mewujudkan pelaksanaan tugas
instansi atau unit kerjanya.

Kode Etik adalah pedoman mengenai kewmxban
moral Aparatur Sipil Negara yang harus ditunjukkan
dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup
sehari-hari.

sehari-hari yang merujuk pada kode etik.



10.

(1)

(@)

MajeliaKochﬁkdanKoderi]ahxadalahﬁmyang
bersifat Ad Hoc/Non Struktural yang ditetapkan oleh
Walikota untuk melakukan penegakan pelaksanaan
serta menyelesaikan pelanggaran kode etik dan kode
perilaku yang dilakukan oleh ASN.

atau perbuatan ASN kode
eﬁkataukodcpurilalmyn?é:?rmmmm
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang diangkat oleh Walikota, bekerja pada
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi
tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku didasarkan pada nilai
dasar ASN.

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. memegang teguh ideolagi Pancasila;

b. setia dan mempertahankan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta Pemerintahan yang sah;

mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
menjalankan tugas secara profesional dan tidak

ok

e. membuat keputusan berdasarkan prinsip
keahlian;

f. menciptakan tlf,lingkungmrx kerja  yang

tisikriminatif:

g. memelihara dan menjunjung tinggi standar
etika yang luhur;

h. mempertanggungjawabkan  tindakan  dan
kinerjanya kepada publik;

i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kebijakan dan program pemerintah; _

j. memberikan layanan kepada publik secara
jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya

k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas

l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerjasama; .

m. mengutamakan  pencapaian  hasil dan

n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan



(1)

(@)

(1)

(2)

(3)

@)

BAB
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 3

d. Adil; dan
e. Kerjasama.

Pasal 4

Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a, merupakan kewajiban moral ASN
untuk berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak
dengan baik dan benar serta memegang teguh kode
etik dan prinsip moral.

Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban
moral ASN untuk menjaga suasana keharmonisan,
keselarasan, kondusif serta memperhatikan akibat

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf ¢, merupakan kewajiban moral ASN
untuk mempertanggungjawabkan berbagai capaian
kinerjanya secara transparan kepada masyarakat
Adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d, merupakan kewajiban moral ASN untuk
mendasarkan setiap penilaian dan keputusan pada
kebenaran dan bebas dari diskriminasi,
kepentingan tertentu serta kesewenang-wenangan.
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(1)

)

(1)

Kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e, merupakan kewajiban moral ASN
untuk menjalin, membina, mempertahankan
hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen
saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan
meng)ptl'mal-knn segala sumberdaya untuk

Bagian Kedua
Kode Perilaku

Kode perilaku diuraikan dari masing-masing kode
cﬁkaebagaimamdimaksuddalamPamlaayatﬁ).

Pasal 6

Integritas, secbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a harus ditunjukkan melalui
perilaku-perilaku ASN yang meliputi :

a. kejujuran, yaitu perilaku tidak melakukan
kebohongan publik, dan berani menyatakan
kebenaran untuk menjaga integritas tugas;

b. tepat janji, yaitu menepati pernyataan atau
kesepakatan, dan melaksanakan komitmen,
kewajiban, sumpah, janji, ikrar, dan pakta
integritas;

c. taat aturan, yaitu perilaku untuk menjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
tata tertib, prosedur, larangan, perintah, dan
terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang
berakibat melanggar ketentuan, dan tidak
menjanjikan/memberikan sesuatu yang
bertentangan dengan aturan;

d. tanggung jawab, yaitu perilaku yang
menunjukkan konsistensi, berkemauan keras,
usaha yang sungguh-sungguh dan sebaik-
baiknya dalam melaksanakan tugas, fungsi,
dan berani mengoreksi diri serta memperbaiki
diri bila ternyata terjadi kesalahan;

e. berdedikasi, yaitu perilaku yang menunjukkan
mencintai pekerjaan, mengabdikan pikiran,
waktu, tenaga demi keberhasilan dan tujuan
organisasi, loyal dalam menjalankan tugas dan
kewajiban, serta mengutamakan kepentingan



)

(1)

tugas dan tanggung jawab di atas i
pribadi, golongan dan knalomptek,penhmnikhlag

serta tuntutan dan gejala yang timbul pada
masyarakat terkait dengan lingkup tugas;
wajar dan patut, yaitu yang

ABNdﬂamngmurﬂukknnpaﬂakuuep&ﬁ:
4. curang, yaitu perbuatan mengakali, menipu

b.

C.

atau memperdaya orang lain atau masyarakat
dalammcn.jnlanknntugmyaachapiASN;
z.nelampambatu,ynimberﬁndakdihmrbatas
lingkup tugas dan :
merendahkan harga diri pihak lain, yaitu
}'ept:;kan lain e :
men orang lain atau masyarakat
dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan asusila dan tercela, yaitu
perbuatan yang berada di luar batas
kesusilaan.

Pasal 7

Kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b harus ditunjukkan melalui
perilaku ASN yang meliputi :

a. cermat, yaitu perilaku yang berhati-hati dalam

b.

bertindak, teliti dalam melaksanakan tugas dan
membuat kebijakan serta keputusan;

menjaga rahasia negara, yaitu perilaku yang
memelihara, melindungi dan  menjaga
sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan menggunakan akses data dan
informasi pemerintah daerah Kota Bandar
Lampung hanya untuk keperiuan kedinasan
dan prosedur yang berlaku di pemerintah
daerah Kota Bandar Lampung;

efektif dan efisien, yaitu perilaku yang
mengutamakan kemanfaatan setiap
pelaksanaan kegiatan bagi upaya mewujudkan
sasaran organisasi yang selaras dengan sasaran
pembangunan serta dengan menggunakan
sumber daya secara wajar, sesuai dan layak;



(2)

(1)

(2)

d. kesempurnaan, yaitu perilaku yang berusaha

untuk melaksanakan tugas dengan
akm'at dan berklmhtas serta mcla]:ﬁ

terhadap lingkungan k&qanya dan mudeh
tergemkunhlkberhndakkzhhnbujammM
tidak pada tempatnya.

a. menyalahgunakan kewenangan, yaimpfm]aku
yang mencari keuntungan untuk diri sendiri
atau orang lain melalui
kewenangan sesuai dengan posisi jabatan;

b. lalai, yaitu perilaku yang menganggap enteng
setiap permasalahan, tidak memperhatikan,
tidak menganggap serius dan tidak acuh.

Pasal 8

Akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf c harus ditunjukkan melalui perilaku
ASN yang meliputi :

a. terbuka, yaitu perilaku yang tidak menutupi
informasi publik yang menurut peraturan
perundang-undangan dapat disampaikan
kepada publik, terbuka terhadap masukan,
kritik, keluhan dan pengaduan dari pihak lain
untukpa-baﬂmn,.

cepat, tepat, adil, murah dan terjangkau.

ASN dilarang menunjukkan perilaku mengabaikan
keluhan, yaitu perilaku yang mengacuhkan, tidak
menganggap/ menganggap enteng, tidak
memperhatikan, tidak memandang serius dan acuh
terhadap keluhan masyarakat/masukan pemangku
kepentingan.



(1)

(2)

(1)

b. bebas kepentingan yaitu tidak menggunakan
kepenﬂn@n pribadi atau golongan untuk
pengambilan keputusan, memberikan
pelayanan yang bebas dari diskriminasi, dan
bebas kesewenang-wenangan dalam
menggunakan kekuasaan.

ASNdﬂarangmmunJukka.npe:ﬂakuecpmﬁ

a. persekusi yaitu perilaku yang memberikan
perlakuan buruk atau penganiayaan secara
sistematis terhadap pegawai lain, individu atau
kelompok lain, khususnya karena suku, agama,

memihak dan atau memberikan fasilitasi
kepada calon peserta pemilu dengan
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 10

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e harus ditunjukkan melalui perilaku
ASN yang meliputi :

a. kolaboratif, yaitu selalu menunjukkan
keinginan untuk secara bersama-sama rekan
kerja satu unit kerja, satu instansi atau
instansi lain serta mengoptimalkan berbagai
sumber untuk mewujudkan tujuan
bersama/lintas sektor bagi kepentingan negara
dan masyarakat;

b. terbuka, yaitu selalu menerima pendapat, kritik
dan saran untuk kemajuan bersama dalam
mewujudkan tujuan bersama/lintas sektor bagi
kepentingan negara dan masyarakat;

c. antusias, yaitu bersemangat untuk mendorong
kerjasama menjadi lebih hidup dan mampu
memberikan hasil nyata; dan

d. empati, yaitu memahami dan menghormati
kondisi rekan kerja, peka terhadap lingkungan,
mampu menjalin hubungan yang erat dalam

R



BAB III
PEMBINAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Pertama
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 11

Pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan,
pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan
serta ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945,

Pasal 12

Pembinaan kode etik dan kode perilaku bertujuan :

a. membina  karakter/watak, memelihara  rasa
persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna
mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian
kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan
dan keteladanan ASN;

b. menumbuhkan dan meningkatkan semangat,
kesadaran dan wawasan kebangsaan ASN sehingga
dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menjaga martabat, kehormatan, citra, reputasi dan
sesama ASN dalam rangka mencapai dan
mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai




e. memelihara agar seluruh ASN selalu memiliki dan

. menjaga perilaku etis; dan

- memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang
dalam pemjmbﬂan keputusan berupa pemberian
sanksi apabila terjadi pelanggaran kode etik dan kode
perilaku oleh ASN. ’

Pasal 13

Ruang lingkup pembinaan kode etik dan kode perilaku

mencakup :

a. penetapankodccﬂkdankodepmhku,

b. penerapan kode etik dan kode

e pmegakankodeeﬁkdankodepemaku

d. momhozmgdaneva]mmtahadappelnhanmkode
etik dan kode perilaku.

Bagian Kedua
Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 14

(1) Berdasarkan ketentuan kode etik dan kode
perilaku, Kepala Unit Kerja menetapkan kode etik
dan kode perilaku ASN di lingkungan kerjanya.

(20 Kode etik dan kode perilaku sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan
karakteristik masing-masing unit kerja.

Pasal 15

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan
kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota ini.

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf Kesatu
In B e Bt
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 16

(1) Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama, secara berkelanjutan melakukan
internalisasi dan institusionalisasi kode etik dan
kode perilaku.



(2)

3)

(4)

()

chlamnmtcmahsausebagaumnadmmudpada

ayat (1) dilakukan melalui :

. Penympﬂnbu‘bagmurmmiahnamm
modul sosialisasi. leaflet, buku saku, dan media
sosialisasi lainnya;

b. wuahaaukepadapegawmbaru

c. &;nialmkzpadapqahatynngbmudﬂanuk,

d. sosialisasi secara berkala kepada seluruh
pegawai;

Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. pemeliharaan komitmen; dan

b. pencegahan.

Kegiatan pemecliharaan komitmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan antara

lain melalui :

a. monitoring secara langsung oleh atasan;

b. menerapkan whistle blowing system atau
membuka pengaduan, baik dari

g
I
il

merancang pembelajaran elektronik (e-learning)
yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
h. menerapkan keteladanan dari jabatan pimpinan
tinggi ke seluruh ASN di lingkungan unit
kerjanya dan jabatan fungsional senior ke
seluruh jabatan fungsional di bawahnya;

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan antara lain melalui :
= (eatifiand Berbuant Immelid isil
akibat pelanggaran kode etik dan kode perilaku;
b. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh
ueuaplwmungldmnpelanmkodeeﬁkdan
kode perilaku;

c. mengidentifikasi langkah pencegahan yang
dapat diambil;



Paragraf Kedua
Kelembagaan

Pasal 17

Dalam menjalankan internalisasi dan institusionalisasi,
Pemerintah Daerah menugaskan :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3

Inspektoratuntukmenyusunmana;anennmhodan
mengawasi kepatuhan setiap unit kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam penerapan
kode etik dan kode perilaku;

Badan Kepegawaian Daerah yang menangani
manajemen sumber daya manusia untuk menyusun
rencana, melaksanakan kegiatan internalisasi dan
institusionalisasi dan merekam setiap temuan-
temuan pelanggaran;
Orga.niaamPcrangkatDacmhynngmmjadlpembma
jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan
internalisasi dan institusionalisasi bagi pejabat
fungsional dan &mereckam setiap temuan
pelanggaran;

Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu
menjalankan fungsi mengawasi penerapan dan
melaksanakan kegiatan internalisasi dan
institusionalisasi dan merckam sectiap temuan

pelanggaran.
Pasal 18

Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku,
dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pembentukan Majelis Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri
atas :

a. Ketua merangkap Anggota : 1 (satu) orang;

b. znmmmm 1 (satu) orang;

c. Anggota : sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya
harus ganjil.

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik
dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari
jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperiksa karena disangka melanggar kode etik;



——

(4)

()

(1)

(2)

(1)

Komposisi keanggotaan Anggota Majelis Kode Etik
danKodePcrﬂakummcakupunaurmtemaldan
unit kerja yang menangani pengawasan internal
dan unit yang menangani SDM, serta unsur
ekswrnalyangmcnmganiKorpeASH profesi atau
tolmhmanyarakntatauahhynngmunahamlliode
Etik dan Kode Perilaku ASN.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Anggota
Mq]elisKodeEukdanKochmJaku dibentuktlm

kode perilaku yang berada di bawah koordinasi
Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 20

Kode Etik dan Kode Perilaku diatur lebih lanjut

dalam Keputusan Walikota dengan memuat

beberapa ketentuan antara lain :

a. fungsi, tugas, wewenang serta kewajiban
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

b. pembentukan sekretariat Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku;

c. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan dugaan

pemeriksaan dugaan dan waktu penyelesaian
kasus pelanggaran kode etik dan kode perilaku;

d. putusan dan pelaksanaan putusan Majelis
Kode Etik dan Kode Perilaku;

diriviu setiap tahun, dengan keanggotaan yang
dapat diubah sesuai dengan hasil riviu dan
kebutuhan.

Bagian Keempat
Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

Paragraf Kesatu
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 21

Dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku
d.ltempknnjilmASN diduga tidak menjalankan
atau melanggar kode etik dan kode perilaku yang
telah ditetapkan pada unit kerjanya;



()

(3)

4

(1)

(@)

(3)

!
|

Pengaduan yang dapat diproses adalah pengaduan
dilengkapi dengan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Paragraf Kedua

Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi

Pasal 22

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode
etik dan kode perilaku akan dikenakan sanksi.

Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat
pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang
dilakukan oleh ASN.

Tingkat pelanggaran kode etik dan kode perilaku
dibagi menjadi :
a. pelanggaran tingkat pertama, yaitu pelanggaran

b. pelanggaran tingkat kedua, yaitu pelanggaran
perilaku yang berdampak pada instansi dan
mempengaruhi nama baik dan kinerja;

c. pelanggaran tingkat ketiga, yaitu pelanggaran

inntanli,pemeﬁnhhdanmuyu:nht;

d. pelanggaran tingkat keempat, yaitu pelanggaran
pada tindak pidana, korupsi, kolusi dan
nepotisme serta mempengaruhi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Jenis sanksi yang dapat diberikan meliputi :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis termasuk pernyataan tidak
puas;

C. penundaan bayaran i

) kvenaﬂmnga;ipem gaji berkala dan

- penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan
Kinerja;

e. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun;

f. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun;

Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;

Pembebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrasi dan Fungsional;

Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN;

wﬁm tidak dengan hormat sebagai

e

Ly [ ld
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Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran
tingkat pertama, pemberian sanksi didelegasikan
kepada atasannya atau pejabat fungsional yang
membawahinya.

Sanksi yang diberikan berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis.

Tegumntertulisdibeﬁkanﬁkayangbemngkutan
terus menerus melakukan pelanggaran ringan
setelah memperoleh teguran lisan.

Dalam hal teguran tertulis tidak dapat
menghentikan yang  bersangkutan  untuk
melakukan pelanggaran, maka penanganan
pelanggaran dilimpahkan ke Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku disertai dengan bukti dan kronologi
pelanggaran.

Pasal 24

Untuk ASN yang terbukti melakukan pelanggaran
tingkat kedua, ketiga dan keempat, pemberian
sanksi ditetapkan oleh Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku.

Sanksi yang diberikan berupa :

a. Penundaan Pembayaran Gaji Berkala dan
kenaikan gaji; e

b. Penurunan Nilai Pembayaran Tunjangan Kinerja;
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¢. Penurunan Pangkat satu tingkat lebih rendah
. ;e:ma 1 (satu) tahun;

. urunan Pangkat satu tingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;

Ppeﬁurumn Jabatan setingkat lebih rendah;

bebasan dari Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrasi dan

Pembmhenhandengnnhmmat sebagai ASN;
mberhennan tidak dengan hormat sebagai

o

u®
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Penctnpanaankmdlbalmda]amsidsnguqchg
Kode Etik dan Kode Perilaku dengan menghadirkan
ASN yang diduga melakukan
pemcrihaanbukﬁbuktidanunkmmtapahak
terkait lainnya.

Sanksi yang diberikan mengacu kepada prinsip
keadilan dan kewajaran serta akan dikenakan
kepada sctiap ASN yang melanggar tanpa
pengecualian.

Pnnmpkeadﬂandankewmaranaankmyang

ASNyangbermngkutanaelamabekexjaaebam
ASN;

b. pelanggaran yang pernah dilakukan apakah
untuk pertama kalinya atau sudah sering
dilakukan;

c. kondisi kesehatan jasmani dan rohani saat
pelanggaran dilakukan;

d. ada atau tidak adanya penghasutan, dorongan,
perintah dan pengaruh dari pihak lain schingga
ASN melakukan pelanggaran;

e. kondisi lingkungan kerja yang belum memiliki
standar atau mekanisme kerja.

Kelima

Bagian
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode

Etik Dan Kode Perilaku
Pasal 26
Setiap Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelakaanannhadgetlkdanhodeperﬂakuASN
masing-masing.
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Sekretaris Daerah berwenang untuk
mengoordmamkanueluruhumtkc:ja,untukm
sendiri-sendiri dan bersama-sama melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Kode Etik Dan Kode
Pm]akuASNdxhngkun@nPemmntahDacrah

sebagai bahan untuk pengambilan tusan di
bidangsumbm-dayammm}hepep:’:n

Pasal 27

Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) Daerah
melakukan pengawasan terhadap penerapan Nilai
Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pengawasan oleh KASN sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), meliputi :

a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap
kesesuaian nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku yang berlaku pada Pemerintah Daerah;

b. melakukan evaluasi terhadap setiap keputusan
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, baik yang
dilaporkan oleh instansi maupun ASN yang
dikenakan sanksi terkait pelanggaran kode etik
dan kode perilaku;

c. melakukan monitoring dan evaluasi
tindak lanjut pemberian sanksi oleh Walikota.

Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik dan Kode
perundang-undangan, maka KASN  dapat
membatalkann  keputusan  dimaksud dan
mengeluarkan keputusan baru terkait pelanggaran
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku yang
bersifat final dan mengikat.

Dalam hal ASN tidak puas atau berkeberatan
dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku, maka ASN dapat melaporkan kepada
KASN dan selanjutnya KASN melakukan review
dan mengeluarkan keputusan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 28

Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
wa;:bmenpuunperat:.trmterh:tNﬂmDum,KodeEﬁk
dan Kode Perilaku di lingkungan kerjanya masing-

masing paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukanya

PeraturanWalikotainl.
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Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun
2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dicabut

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penetapannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR %0




